
 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

BUKU-BUKU : 

 
Arief, H. Basrief, 2006, korupsi dan upaya penegakan hukum (kapita selekta), 

Jakarta: PT. Adika Remaja Indonesia 

 
Adji, Indriyanto Seno, 2006, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Jakarta: 

Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, 

SH. & Rekan” 
 

                      2009, Korupsi Penegakan Hukum, Jakarta: Diadit Media 

 
Asshiddiqie,  Jimly,  2006,  Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi, 

Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Pers 
 

                      2009, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: PT. Bhuana 

Ilmu Populer 
 

  2016, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 2006, Jakarta: 

Sekeretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 

 
Arief, Barda Nawawi, 1992, Teori-teori dan kebijakan pidana “kebijakan 

penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana”, Bandung: 

Alumni 
 

                      2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bhakti 
 

  2009, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Semarang: 

Badan Penerbit Undip 
 

  2010,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  Cetakan  Ketiga,  Bandung: 

Citra Aditya Bhakti 

 
Arsyad, Jawade Hafidz, 2013, Korupsi Dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar 

Grafika 

Bambang Heriyanto, Ruang Lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha 

Negara (berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan) 

 
Atmasasmita, Romli, 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek 

Internasional, Bandung: Mandar Maju 

 
Atmosudirjo, S. Prajudi, 1994, Hukum Administrasi Negara, Cet-10, Jakarta: 

Ghalia Indonesia



 
 

 

Azhary,   Muhammad   Tahir,   1992,   Negara   Hukum:   Suatu   Studi   Tentang 

Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi 

Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, Jakarta: Bulan 

Bintang 
 

                      1995, Negara Hukum Indonesia, Jakarta: UI-Press 
 

  2003,  Negara  Hukum,  Suatu  Studi  Tentang  Prinsip-Prinsipnya 

Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode 

Negara Madinah Dan Masa Kini, Jakarta: Prenada Media 
 

                      2006,  Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi,  Cetakan 

Pertama, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Pers 

 
Azhari, Faizol, 2003, Diskresi Polisi Negara Republik Indonesia Dalam Rangka 

Penegakan Hukum Pidana, Tesis Program Magister Ilmu Hukum 

Universitas Diponegoro 

 
Chazawi, Adami, 2005, hukum pidana materiil dan formil Korupsi di Indonesia, 

Jawa Timur: Bayumedia 
 

                      2014, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, 

Malang: Bayumedia Publishing 

 
Kansi, C.S.T l, dan Kansil, Christie S.T , 2010, Perbandingan Hukum Administrasi 

Negara, Jakarta: Rineka Cipta 

 
Djatmiati, Tatiek Sri, 2001, hukum administrasi dan tindak pidana korupsi: 

pelayanan publik dan tindak pidana korupsi, Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press 

 
Fachruddin, Irfan, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan 

Pemerintah, Bandung: PT. Alumni 

 
Gautama, Sudargo, 1983, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung: Alumni 

 

 
 

Hartanti, Evi, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika 

 
Hadjon, Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, 

Surabaya: PT. Bina Ilmu 
 

  2005,   Pengantar   Hukum   Administrasi   Indonesia,   Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press



 
 

 

Isfandyarie, Anny dan Afandi, Fachrizal, 2006, Tanggung jawab hukum dan sanksi 

bagi dokter buku ke II, Jakarta: Prestasi Pustakaraya 

 
Kawanto,  Ichsan,  2009,  Suap  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi,  Jakarta:  Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, Press 
 

 
 

Kelsen, Hans, 2014, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Alih Bahasa Raisul 

Nusa Media, Bandung 

 
Kusumohamidjojo, Budiono, 1999 Ketertiban Yang Adil, Problematika Filsafat 

Hukum, Jakarta: Grasindo 

 
Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra 

aditya bakti 

 
Latif, Abdul, 2014, Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: 

Prenada Media Group 

 
Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, 2016, Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi, 

Jakarta: Lakpesdam PBNU 

 
Meliala, Adrianus   dkk, Diskresi Kepolisian: dalam tinjauan hukum dan 

implementasinya di lapangan, Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional 

 
Minarno, Nur Basuki, 2009, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana 

Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Surabaya: Laksbang 

Mediatama, Surabaya 

 
Muladi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni 

 

  2002, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, 

Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 

 
Muladi  dan  Barda  N.A.,  1998,  Teori-Teori  dan  Kebjakan  Pidana,  Bandung: 

Alumni 

 
Moeljatno, 1980, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press 

 
Muhammad, Abdulkadir, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra 

Aditya Bakti 

 
M,  Moh.  Mahfud,  2011,  Membangun  Politik  Hukum,  Menegakan  Konstitusi, 

Cetakan kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada



 
 

 

Mulyana, Asep N, 2014, Sanksi Pajak Berbasis Penerimaan Negara, Semarang: 

CV. Aneka Ilmu, 2014 

 
Patiro, Yopie Morya Immanuel, 2012, diskresi pejabat publik dan tindak pidana 

korupsi, Bandung: CV. Keni Media 

 
Permana, Tri Cahya Indra, 2016, Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan 

Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Genta Press 

 
Pramono,  Widyo,  2016,  Pemberantasan  Korupsi  dan  Pidana  Lainnya  sebuah 

perspektif jaksa & guru besar, Jakarta: Kompas Media Nusantara 
 

 
 

Projodikoro,  Wiryono,  1989,  Azas-azas  Hukum  Pidana  di  Indonesia,  cetakan 

kedua, Bandung: PT. Eresco 

 
Rahardjo, Satjipto, 2014, Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti 

  2009,  Penegakan  Hukum  suatu  tinjauan  sosiologis,  Yogyakarta: 

Genta Publishing 

 
Ridwan, 2014, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, Yogyakarta: FH UII Press 

 

  2003, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kedua, Yogyakarta: UII 

Press 
 

                      2010,  Hukum  Administrasi  Negara  Edisi  Revisi,  Jakarta:  PT. 

RajaGrafindo Persada 
 

                      2014,  Hukum  Administrasi  Negara  Edisi  Revisi,  Jakarta:  PT. 

RajaGrafindo Persada 

 
Rahardjo, Satjipto, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku 

Kompas 
 

  2009,  Penegakan  hukum  suatu  tinjauan  sosiologis,  Yogyakarta: 

Genta Publishing 

 
Sahetapy, J.E, 1995, Hukum Pidana, kumpulan bahan penataran hukum pidana 

dalam rangka kerjsama Hukum Indonesia-Belanda, Yogyakarta: 

Liberty 

 
Sinambela, Lijan Poltak, 2008, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan 

Implementasi, Jakarta: Bumi Aksara



 
 

 

Siahaan, Lintong Oloan, 2006, Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara 

menunda berlakunya   Keputusan   Pemerintah,   Jakarta:   Perum 

Percetakan Negara RI 

 
Sujata, Antonius, 2006, Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan Dan 

Pencegahan Korupsi Serta Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik 

Pemerintahan Yang Bersih, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional 

 
Soemodihardjo, R. Diyatmiko, 2008, Mencegah Dan Memberantas Korupsi, 

mencermati dinamikanya di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka 

Publisher 

 
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 

Jakarta: Ghalia Indonesia 
 

  1999, “Metodologi Penelitian Hukum” dalam Anonim, Metodologi 

Penelitian   Ilmu   Sosial   (Dengan   Orientasi   Penelitian   Bidang 

Hukum), Semarang: Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum 

Undip 

 
Siahaan, Lintong Oloan, 2006, Wewenang PTUN menunda berlakunya Keputusan 

Pemerintah, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, Jakarta 

 
Simorangkir, JCT dkk, 2008, Kamus Hukum, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika 

 
Syamsudin, Amir, dkk, 2004, Analisis Teoritik Yuridik Kasus Akbar Tandjung dari 

Optik Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 

 
Tri Cahya Indra Permana, H. Yos Johan Utama, 2010, Kata Pengantar, Bunga 

Rampai Permasalahan Hukum Tata Usaha Negara, Semarang: UPT 

percetakan dan penerbitan Unnes press 

 
Teguh  Prasetyo,  Arie  Purnomosidi,  2014,  Membangun  Hukum  Berdasarkan 

Pancasila, Bandung: Nusa Media 

 
Jayadi, Ahkam, 2015, Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum Dengan 

Pendekatan Hikmah, Yogyakarta: GENTA Press 

 
Warrasih, Esmi, 2014, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: PT. 

Pustaka Magister 

 
Wijayanto, 2009, Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek 

Pemberantasan, Jakarta: PT. Gramedia Utama 

 
Wiyono, R, 2012, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika



 
 

 

INTERNET: 

www.bppk.kemenkeu.go.id, 

www.arsip.gatra.com, 

www.antikorupsi.org, 

http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2370-jangan-takut-ambil-keputusan 

http://putusan.mahkamahagung.go.id, 

www.koran-sindo.com, Jangan Parkir Dana Transfer Daerah di Bank 

 
http://indahviewlaw.blogspot.com/2014/03/ide-negara-hukum-dalam-konstitusi.ht 

ml, 

 
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/negara-hukum-bukan-negara-undang-und 

ang/ 

 
http://id.answers.yahoo.com 

 
https://media.neliti.com/media/publications/96221-ID-unsur-menyalahgunakan-ke 

wenangan-dalam-t.pdf 

 
http://news.detik.com/berita/2873765/uu-administrasi-pemerintahan-dinilai-meng 
udeta-pemberantasan-korupsi 

 
www.kompas.com 

www.hukumonline.com 

www.djkn.kemenkeu.go.id 

www.kompas.com 

trisnasunawar.blogspot.co.id 

www.nasional. news.com 

www.bppk.kemenkeu.go.id 

http://muhammadahsanthamrin.blogspot.co.id/2016/02/kapan-kebijakan-dapat-dip 

idana.html 

 
https://nasional.tempo.co/read/309097/mantan-sekda-kabupaten-serang-ditahan

http://www.bppk.kemenkeu.go.id,/
http://www.bppk.kemenkeu.go.id,/
http://www.bppk.kemenkeu.go.id,/
http://www.antikorupsi.org,/
http://www.antikorupsi.org,/
http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2370-jangan-takut-ambil-keputusan
http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2370-jangan-takut-ambil-keputusan
http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2370-jangan-takut-ambil-keputusan
http://www.koran-sindo.com,/
http://indahviewlaw.blogspot.com/2014/03/ide-negara-hukum-dalam-konstitusi.html
http://indahviewlaw.blogspot.com/2014/03/ide-negara-hukum-dalam-konstitusi.html
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/negara-hukum-bukan-negara-undang-undang/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/negara-hukum-bukan-negara-undang-undang/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/negara-hukum-bukan-negara-undang-undang/
http://id.answers.yahoo.com/
https://media.neliti.com/media/publications/96221-ID-unsur-menyalahgunakan-kewenangan-dalam-t.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/96221-ID-unsur-menyalahgunakan-kewenangan-dalam-t.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/96221-ID-unsur-menyalahgunakan-kewenangan-dalam-t.pdf
http://news.detik.com/berita/2873765/uu-administrasi-pemerintahan-dinilai-mengudeta-pemberantasan-korupsi
http://news.detik.com/berita/2873765/uu-administrasi-pemerintahan-dinilai-mengudeta-pemberantasan-korupsi
http://news.detik.com/berita/2873765/uu-administrasi-pemerintahan-dinilai-mengudeta-pemberantasan-korupsi
http://www.kompas.com,/
http://www.kompas.com,/
http://www.kompas.com,/
http://www.djkn.kemenkeu.go.id,/
http://www.djkn.kemenkeu.go.id,/
http://www.djkn.kemenkeu.go.id,/
http://www.djkn.kemenkeu.go.id,/
http://www.nasional.sindonews.com,/
http://www.nasional.sindonews.com,/
http://www.nasional.sindonews.com,/
http://www.nasional.sindonews.com,/
http://www.nasional.sindonews.com,/
http://muhammadahsanthamrin.blogspot.co.id/2016/02/kapan-kebijakan-dapat-dipidana.html
http://muhammadahsanthamrin.blogspot.co.id/2016/02/kapan-kebijakan-dapat-dipidana.html
http://muhammadahsanthamrin.blogspot.co.id/2016/02/kapan-kebijakan-dapat-dipidana.html
https://nasional.tempo.co/read/309097/mantan-sekda-kabupaten-serang-ditahan


 

 
 
 
 

file:///C:/Users/SABARU~1/AppData/Local/Temp/346_K_PIDSUS_2009.pdf 
 
 
 
 

JURNAL: 

 
M. Abdul Kholik, AF, “Eksistensi KPK Dalam Peradilan Korupsi di Indonesia” 

Artikel dalam jurnal hukum FH.UII No. 26 Vol. 11 

 
Artikel dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan 

Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 1 Maret 2015 

 
Yulius, 2015, “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan 

Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi 

Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)”, artikel 

dalam Jurrnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum 

dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015, hlm. 

377 

 
Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jk.Sel, hal.71 

 
 
 
 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: 

 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 
Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana 

 
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Negara  yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999   tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 

 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara 

 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 

 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

file:///C:\Users\SABARU~1\AppData\Local\Temp\346_K_PIDSUS_2009.pdf


 
 

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang 


